BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan teknologi di era disrupsi digital memberikan peluang sekaligus
tantangan bagi Notaris dalam menerapkan konsep cyber notary, peluangnya
berdasarkan Pasal 77 UU PT pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
media telekonferensi dapat dilaksanakan dengan syarat disetujui oleh seluruh
pemegang saham -de.ngén éuara bUIat yang dibuktikan dengan tanda tangan
persetujuan baik secara fisiknya atau elektroniknya, para peserta rapat dapat
melihat, mendengar, dan dapat ikut berpartisipasi dalam rapat, namun Pasal 77
tidak menyebutkan secara eksplisit kewenangan Notaris untuk ikut terlibat di
dalamnya, karena dalam pembuatan akta Notaris wajib memenuhi ketentuan yang
ada pada UUJN-P yang dipersepsikan sebagai syarat formil keabsahan akta otentik,
yaitu Pasal 1 angka 7 tentang pengertian akta otentik, Pasal 15 ayat (1) tentang
kewenangan Notaris secara umum, Pasal 16 huruf m tentang kehadiran fisik para
pihak dalam akta dihadapan Notaris, Pasal 38 tentang bentuk akta, Pasal 39 tentang
saksi yang dikenal dan-diperkenalkan kepada-Notaris, jika syarat tersebut tidak
terpenuhi maka akta hanya bernilai sebagai pembuktian dibawah tangan,
tantangannya dalam menerapkan konsep cyber notary ini adalah pembuktian
terhadap dokumen elektronik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang
sempurna, pengecualian yang ada dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bukan sebagai
alat bukti yang sah terhadap dokumen elektronik yang diwajibkan oleh Undang-
Undang dibuat tertulis oleh pejabat yang berwenang, menurut Edmon Makarim
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media elektronik, karena Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa sepanjang dokumen
elektronik tersebut dihasilkan oleh suatu sistem yang sudah terferivikasi, andal,
layak, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sudah tidak relevan lagi
dibedakan antara salinan dan aslinya adalah merupakan alat bukti yang sah, untuk
saat ini hanya pelaksanaan RUPS saja yang dapat dilakukan oleh Notaris melalui
media elektronik, untuk akta-akta yang lainnya menurut Udin Narsudin dan Habib
Adjie belum dapat dilakukan mengingat UUJN-P adalah ketentuan yang bersifat
memaksa (dwinged recht) sehingga tidak ada satupun peraturan yang dapat
menyimpangi terrhas.uk‘ daiam sit>uasi darurat masyarakat bahkan UU ITE
sekalipun.

2. Peraturan  OJK No.16 /POJK.04/2020 adalah aturan normatif terkait
penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik, hal yang harus diperhatikan
adalah bahwa RUPS wajih_disetujui oleh seluruh pemegang saham dengan suara
bulat untuk dilaksanakan secara elektronik, penyedia sistem penyelenggara rapat
harus disetujui oleh OJK dan terferivikasi oleh kominfo, risalah rapat wajib dibuat
dalam bentuk notariil oleh Notaris yang sudah terdaftar di OJK, Notaris hadir
dalam rapat bersama 1 (satu) orang pimpinan rapat, 1 (satu) orang perwakilan dari
pemegang saham yang sudah ditunjuk sebelumnya untuk hadir secara hybird/fisik,
sedangkan untuk pemegang saham lainnya dapat hadir melalui media elektronik,
tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan risalah RUPS adalah memeriksa
kebenaran formil dan materill dari dokumen-dokumen pendukung jalannya RUPS,
tanggungjawab tersebut dijalankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
(prudent principle).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada tesis ini adalah:



1. Adanya perubahan terhadap ketentuan Pasal 16 huruf m UUJN-P dan
menambahkan ketentuan yang ada pada Pasal 16 huruf n dengan bunyi sebagai
berikut:

a. (m). membacakan akta di hadapan pengahadap secara fisik atau secara
elektronik baik dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi,
atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di
bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,
saksi, dan Notaris secara fisik atau secara elektronik.

b. (n). me-re'karh éeluruh | interaksi dalam pembacaan akta dan
penandatanganan akta, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual,
maupun rekaman elektronik non audio visual serta melekatkan transkip
rekaman tersebut pada minuta akta.

Sehinga pada penjelasan Pasal 16 huruf m tersebut yaitu: Notaris hadir secara fisik
atau secara elektronik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi
secara fisik dan elektronik.

2. Jika Pasal 77 tetap dilakukan dengan akta Notaris seyogyanya ada frasa tambahan
pada Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) UU PT, yaitu:

(5) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana-yang dimaksud padaayat (1) tidak
berlaku bagi risalah rapat yang dibuat dengan akta Notaris.

(6) Apabila risalah rapat tersebut dibuat dengan akta Notaris, maka berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) UU PT.

Sehingga pada bagian penjelasan Pasal 77 UU PT vyaitu:
(1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian bahwa RUPS
melalui media elektronik diselenggarakan oleh perseroan dan risalah

RUPS dilakukan dibawah tangan dengan disetujui dan ditandatangani oleh



semua peserta RUPS.
(2) Risalah RUPS melalui media elektronik yang dibuat dalam bentuk akta
notaris tidak memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
Perlunya peraturan pelaksana terkait kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (3)
tentang kewenangan lainnya yang dimaksud adalah mersertifikasi transaksi
elektronik (cyber notary) agar tidak menimbulkan recht vacuum/kekosongan
norma.
Pada era cyber, disrupsi, dan-era revolusi industri 4.0 maka kompetensi juga tidak
boleh manual, kun-o,.apélagiv primitif, oleh sebab itu penguasaan terhadap literasi
data, teknologi, dan sumber daya manusia harus menjadi rumusan kurikulum di
Prodi Kenotariatan agar para lulusannya mampu menjawab tantangan di era

revolusi indutri 4.0 dan 5.0.



